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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan bantuan hukum dalam menjamin akses
keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam regulasi, implementasi
bantuan hukum masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi
hukum, distribusi layanan yang tidak merata, serta proses birokrasi yang kompleks. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-
undangan serta literatur akademik terkait bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan
hukum berdampak positif dalam penyelesaian kasus pidana dan perdata bagi masyarakat miskin, tetapi
efektivitasnya masih terbatas akibat minimnya pendanaan bagi lembaga bantuan hukum, rendahnya
partisipasi advokat dalam layanan pro bono, serta kesenjangan akses di daerah terpencil. Untuk
meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penyederhanaan
administrasi, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti konsultasi daring dan
aplikasi hukum digital, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan hukum. Selain
itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, advokat, dan masyarakat sipil perlu
diperkuat guna menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
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1. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum
nasional maupun internasional. Namun, masyarakat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai
hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak, seperti keterbatasan ekonomi,
kurangnya pemahaman hukum, serta birokrasi yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah
Indonesia telah mengatur kebijakan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memperoleh layanan
hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi. Namun, efektivitas
implementasi regulasi ini masih diperdebatkan karena terdapat kesenjangan antara kebijakan dan
realitas di lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi bantuan hukum adalah keterbatasan sumber
daya. Banyak LBH mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan yang memadai serta tenaga
hukum yang cukup, sehingga tidak semua kasus dapat ditangani secara optimal. Selain itu, distribusi
layanan bantuan hukum yang belum merata juga menjadi kendala serius. Sebagian besar LBH
berlokasi di kota-kota besar, sedangkan masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi
keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Kajian literatur menunjukkan bahwa akses terhadap
keadilan merupakan aspek penting dalam prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum
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bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat
berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas kebijakan ini.

Beberapa penelitian telah membahas efektivitas kebijakan bantuan hukum di Indonesia.
Sepvinasari dan Judge (2015) menemukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan distribusi layanan. Sugiantari,
Suharyanti, dan Nistra (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat
juga berkontribusi terhadap kurangnya pemanfaatan layanan bantuan hukum. Kurangnya
pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka menjadi faktor lain yang menyebabkan
rendahnya permintaan terhadap layanan bantuan hukum. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
serta lemahnya koordinasi antara LBH dan masyarakat menjadi penyebab utama kurangnya
pemanfaatan program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan
literasi hukum masyarakat agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan bantuan
hukum yang telah disediakan.

Gayo (2019) menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas bantuan
hukum, meskipun masih terdapat kendala dalam infrastruktur digital di daerah terpencil. Penyuluhan
mengenai pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat desa juga dapat membantu meningkatkan
kesadaran hukum (Akhmaddhian et al., 2023). Kusmiyati, Ginting, dan Thariq (2023) menekankan
bahwa digitalisasi layanan hukum, seperti konsultasi hukum daring dan aplikasi bantuan hukum,
dapat mengurangi hambatan geografis. Namun, keberhasilan inisiatif ini tetap bergantung pada
peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat miskin.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam peningkatan akses bantuan hukum sangat
diperlukan. Pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja
sama dalam menciptakan ekosistem bantuan hukum yang lebih inklusif. Misalnya, sektor swasta
dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung
inisiatif bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, bantuan hukum dapat menjadi
lebih luas jangkauannya dan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Lebang, Zukriadi, dan Fathani (tanpa tahun) menambahkan bahwa peningkatan kapasitas
tenaga hukum melalui pelatihan berkala dapat memperbaiki kualitas layanan bantuan hukum secara
signifikan. Advokat dan paralegal yang bekerja di LBH perlu dibekali dengan keterampilan yang
memadai agar mereka dapat memberikan layanan hukum yang berkualitas. Selain itu, mekanisme
evaluasi dan pengawasan terhadap program bantuan hukum juga harus diperkuat agar layanan yang
diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin serta berjalan secara transparan dan
akuntabel.

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang yang telah diuraikan, penting bagi pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus melakukan inovasi dalam kebijakan bantuan hukum.
Reformasi dalam sistem bantuan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan
berbasis data. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan setiap individu, tanpa terkecuali,
dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini dan memperoleh hak atas keadilan yang setara.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dikemukakan, penelitian ini berfokus
pada tiga rumusan masalah utama:

1. Sejauh mana efektivitas kebijakan bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi
masyarakat miskin?

2. Apa saja hambatan utama dalam implementasi bantuan hukum di Indonesia?

3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan
hukum?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis efektivitas kebijakan bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi
masyarakat miskin.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam implementasi bantuan hukum di Indonesia.
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3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas bantuan hukum, termasuk
pemanfaatan teknologi dalam layanan bantuan hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui

wawancara mendalam dengan penerima bantuan hukum, advokat, serta pengelola Lembaga Bantuan

Hukum (LBH). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data sekunder dari laporan pemerintah,

jurnal ilmiah, dan publikasi terkait bantuan hukum. Teknik Pengumpulan Data:

(1) Wawancara — Melibatkan advokat, penerima bantuan hukum, dan pihak terkait.

(2) Dokumentasi — Menganalisis laporan tahunan Lembaga Bantuan H dan kebijakan bantuan
hukum.

(3) Observasi — Mengamati langsung proses pemberian bantuan hukum di LBH.

(4) Teknik Analisis Data: Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk
mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Kebijakan Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum memiliki peran yang krusial dalam memastikan akses keadilan bagi
masyarakat kurang mampu. Pemerintah Indonesia telah mengatur kebijakan terkait melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang bertujuan memberikan layanan hukum gratis bagi kelompok
masyarakat yang membutuhkan melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi.
Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih menjadi perdebatan karena berbagai tantangan
di lapangan (Setiawan, 2020). Salah satu indikator keberhasilan kebijakan bantuan hukum adalah
jumlah masyarakat miskin yang mampu mengakses layanan ini. Data menunjukkan bahwa meskipun
penerima manfaat bantuan hukum terus meningkat setiap tahunnya, masih banyak individu yang
belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan layanan ini. Kurangnya sosialisasi dari pihak
pemerintah dan lembaga terkait menjadi faktor utama rendahnya pemanfaatan layanan ini di
kalangan masyarakat miskin (Yulianti, 2019).

Di samping itu, keterbatasan sumber daya dalam bentuk tenaga hukum dan pendanaan menjadi
kendala utama dalam efektivitas kebijakan ini. Banyak LBH menghadapi kekurangan advokat serta
tenaga hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus masyarakat kurang mampu. Hal ini
berdampak pada keterbatasan dalam menangani kasus secara optimal, sehingga tidak semua individu
mendapatkan akses keadilan yang seharusnya mereka peroleh (Rahmadani, 2021). Selain itu,
distribusi layanan bantuan hukum yang belum merata menjadi masalah tersendiri. Kebanyakan LBH
berlokasi di pusat-pusat perkotaan, sementara masyarakat miskin di daerah terpencil masih
menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan layanan hukum. Kurangnya infrastruktur
pendukung serta minimnya jumlah advokat di daerah terpencil semakin memperburuk kondisi ini.
Akibatnya, banyak masyarakat di wilayah pedesaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum
yang memadai (Prasetyo, 2022).

Evaluasi kebijakan bantuan hukum menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang
mengatur layanan ini, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Diperlukan penguatan
koordinasi antara pemerintah, LBH, dan advokat agar layanan bantuan hukum dapat berjalan lebih
efektif. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan guna memastikan
bahwa bantuan hukum benar-benar diberikan kepada individu yang berhak menerimanya (Prasetyo,
2022). Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menetapkan
hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum, realisasi di lapangan sering
terhambat oleh minimnya pendanaan. Dana yang tersedia tidak hanya dialokasikan untuk operasional
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LBH, tetapi juga untuk pelatihan tenaga hukum, biaya litigasi, serta pengembangan program
sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat miskin (Setiawan, 2020).

Selain anggaran yang terbatas, transparansi dalam distribusi dana bantuan hukum masih
menjadi permasalahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa alokasi dana tidak merata dan
cenderung lebih banyak terserap di daerah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Akibatnya,
masyarakat di wilayah pedesaan dan perbatasan sering kali tidak memperoleh akses layanan hukum
yang seharusnya menjadi hak mereka (Yulianti, 2019). Hambatan birokrasi dalam mengakses layanan
bantuan hukum juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Proses administrasi yang panjang
dan rumit sering kali membuat masyarakat miskin enggan untuk mengajukan permohonan bantuan
hukum. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas atau
surat keterangan tidak mampu, sehingga mengalami kendala dalam verifikasi untuk memperoleh
layanan hukum gratis (Sari & Nugroho, 2023).

Keberhasilan kebijakan bantuan hukum juga sangat bergantung pada keterlibatan organisasi
masyarakat sipil dan universitas. Sejumlah perguruan tinggi dengan fakultas hukum telah
mengembangkan klinik hukum untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh
akses keadilan. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat miskin tetapi juga memberikan
pengalaman praktis bagi mahasiswa hukum dalam menangani kasus nyata, sehingga mereka lebih
siap ketika terjun ke dunia profesional (Rahmadani, 2021). Selain perguruan tinggi, sektor swasta juga
dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap layanan bantuan hukum.
Perusahaan dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), misalnya
dengan mendukung edukasi hukum, menyediakan dana bagi LBH, atau memfasilitasi konsultasi
hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta ini diharapkan
dapat mengatasi sebagian tantangan dalam implementasi kebijakan bantuan hukum (Prasetyo, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas akses
bantuan hukum. Beberapa negara telah menerapkan sistem bantuan hukum berbasis teknologi,
seperti chatbot hukum yang dapat memberikan jawaban cepat atas pertanyaan hukum, serta platform
daring yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan advokat secara virtual. Indonesia dapat
mengadopsi sistem serupa dengan memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata,
terutama di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses internet (Setiawan, 2020).
Evaluasi berkala terhadap kebijakan bantuan hukum juga sangat penting. Pemerintah perlu
melakukan monitoring rutin guna menilai efektivitas program bantuan hukum dan mengidentifikasi
aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat
terhadap layanan yang mereka terima, serta analisis terhadap jumlah kasus yang berhasil ditangani
melalui skema bantuan hukum (Yulianti, 2019).

Dengan berbagai tantangan yang masih ada, sinergi antara pemerintah, organisasi bantuan
hukum, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat sipil sangat dibutuhkan agar kebijakan bantuan
hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Reformasi dalam sistem bantuan hukum
harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data. Dengan
demikian, setiap individu, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini serta
memperoleh hak atas keadilan yang setara (Prasetyo, 2022).

Hambatan dalam Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia

Meskipun kebijakan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi
efektivitasnya dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Hambatan-hambatan ini
mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi hukum, birokrasi yang rumit, minimnya
sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur digital (Sepvinasari & Judge, 2015). Salah satu hambatan
terbesar dalam implementasi bantuan hukum adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya
manusia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh
pendanaan yang cukup untuk menjalankan operasional mereka. Selain itu, keterbatasan jumlah
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advokat dan tenaga hukum yang terlatih juga menjadi masalah utama (Gayo, 2019). Keterbatasan ini
berdampak pada kapasitas LBH dalam menangani kasus secara optimal, terutama bagi masyarakat
miskin yang membutuhkan bantuan hukum segera.

Distribusi layanan bantuan hukum yang tidak merata juga menjadi tantangan yang signifikan.
Ketimpangan ini menyebabkan banyak kasus hukum di daerah terpencil tidak tertangani dengan baik
karena minimnya tenaga hukum dan infrastruktur yang mendukung (Kodai & Moonti, 2025). Banyak
masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan atau pedesaan kesulitan mengakses layanan bantuan
hukum karena jarak yang jauh ke kantor Lembaga Bantuan Hukum terdekat. Kurangnya literasi
hukum di kalangan masyarakat miskin turut menjadi hambatan dalam implementasi bantuan
hukum. Banyak individu yang tidak memahami hak-hak hukum mereka serta bagaimana cara
memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak kasus
hukum yang tidak terselesaikan karena masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh
(Sunggara et al., 2022).

Birokrasi yang rumit dalam mengakses bantuan hukum juga menjadi kendala yang signifikan.
Proses administratif yang panjang dan persyaratan dokumen yang kompleks sering kali menyulitkan
masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum. Banyak di antara mereka yang akhirnya
tidak melanjutkan permohonan bantuan hukum karena proses yang dianggap terlalu berbelit-belit
(Sari & Nugroho, 2023). Hambatan lainnya adalah minimnya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi
terkait. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai layanan bantuan
hukum agar masyarakat miskin lebih memahami hak mereka. Namun, dalam praktiknya, sosialisasi
mengenai bantuan hukum masih sangat terbatas dan hanya menjangkau segelintir masyarakat
(Setiawan, 2020).

Kemajuan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap
bantuan hukum, namun keterbatasan infrastruktur digital menjadi penghalang. Banyak daerah
terpencil yang masih memiliki akses internet yang terbatas, sehingga layanan bantuan hukum
berbasis digital tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Kusmiyati, Ginting, & Thariq, 2023).
Padahal, teknologi digital dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat yang sulit
mengakses layanan secara langsung. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam
mengembangkan infrastruktur hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas bantuan
hukum. Banyak daerah yang belum memiliki regulasi atau kebijakan yang mendukung operasional
LBH secara optimal. Akibatnya, lembaga-lembaga bantuan hukum sering kali mengalami kesulitan
dalam menjalankan program mereka secara berkelanjutan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya bantuan hukum. Banyak masyarakat miskin yang merasa bahwa bantuan hukum
bukanlah prioritas, sehingga mereka cenderung tidak mencari atau menggunakan layanan tersebut.
Padahal, pemahaman mengenai hak-hak hukum sangat penting dalam mencegah ketidakadilan dan
pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi bantuan hukum
di Indonesia mencerminkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan
anggaran, pemerataan layanan, hingga penguatan literasi hukum masyarakat. Dengan mengatasi
hambatan-hambatan ini, efektivitas kebijakan bantuan hukum dapat ditingkatkan sehingga lebih
banyak masyarakat miskin yang memperoleh akses keadilan yang layak.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Bantuan Hukum
Untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum di Indonesia, diperlukan kebijakan yang
komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
1. Meningkatkan Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum
Pemerintah perlu meningkatkan anggaran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar mereka
dapat menjalankan operasional dengan lebih optimal. Peningkatan anggaran ini harus mencakup
dana untuk pelatihan advokat, penyediaan fasilitas hukum yang memadai, serta pengembangan
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program bantuan hukum berbasis digital. Selain itu, mekanisme pengelolaan anggaran harus
transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan dana (Setiawan, 2020).

Mendorong Partisipasi Advokat dalam Program Bantuan Hukum

Salah satu cara untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum adalah dengan mendorong
partisipasi advokat dalam program pro bono. Pemerintah dan organisasi profesi hukum perlu
menciptakan skema insentif yang menarik, seperti pemberian penghargaan atau pengakuan
profesional bagi advokat yang aktif dalam bantuan hukum. Selain itu, penghapusan atau
pengurangan pajak bagi advokat yang terlibat dalam layanan bantuan hukum gratis dapat
menjadi salah satu bentuk apresiasi yang efektif (Yulianti, 2019).

Pemerataan Layanan Bantuan Hukum di Daerah Terpencil

Ketimpangan dalam akses bantuan hukum di daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi
tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mendorong pembukaan cabang LBH
di daerah-daerah yang masih minim layanan bantuan hukum. Program penugasan advokat ke
daerah terpencil, pemberian insentif bagi tenaga hukum yang bersedia bekerja di wilayah
tertinggal, serta kerja sama dengan universitas untuk mengirim mahasiswa hukum sebagai
relawan dapat menjadi solusi yang efektif (Prasetyo, 2022).

Menyederhanakan Proses Administrasi dalam Akses Bantuan Hukum

Banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses bantuan hukum akibat birokrasi yang
rumit. Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme pendaftaran bantuan hukum agar lebih
mudah dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit
harus dipangkas, dan persyaratan administrasi harus lebih fleksibel tanpa menghilangkan aspek
akuntabilitas. Salah satu solusinya adalah dengan mengadopsi sistem pendaftaran online yang
lebih efisien dan ramah pengguna (Sari & Nugroho, 2023).

Meningkatkan Edukasi dan Literasi Hukum Masyarakat

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat miskin menjadi salah satu hambatan
utama dalam implementasi bantuan hukum. Oleh karena itu, program edukasi hukum harus
diperluas dan dilakukan secara rutin melalui berbagai platform, seperti media sosial, radio
komunitas, seminar, serta workshop di tingkat desa. Selain itu, sekolah-sekolah dan perguruan
tinggi juga dapat berperan dalam meningkatkan literasi hukum dengan memasukkan materi
bantuan hukum dalam kurikulum pendidikan (Rahmadani, 2021).

Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Layanan Bantuan Hukum

Digitalisasi layanan bantuan hukum dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi
dalam pemberian layanan hukum. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan antara lain aplikasi
bantuan hukum digital, layanan chatbot hukum yang dapat memberikan jawaban instan atas
pertanyaan hukum dasar, serta hotline bantuan hukum 24/7 yang dapat diakses kapan saja.
Selain itu, penggunaan platform media sosial untuk menyebarkan informasi hukum dan
konsultasi daring juga dapat menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat yang mengalami
keterbatasan akses ke layanan hukum fisik (Prasetyo, 2022).

Memperkuat Infrastruktur Digital untuk Akses Bantuan Hukum

Keberhasilan digitalisasi layanan bantuan hukum sangat bergantung pada ketersediaan
infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa wilayah terpencil
memiliki akses internet yang stabil dan terjangkau agar masyarakat di daerah tersebut dapat
memanfaatkan layanan bantuan hukum berbasis teknologi. Pembangunan jaringan internet
gratis di kantor LBH atau pusat pelayanan hukum di desa dapat menjadi salah satu strategi untuk
mendukung upaya ini (Sari & Nugroho, 2023).

Meningkatkan Koordinasi antar Lembaga

Efektivitas program bantuan hukum tidak hanya bergantung pada LBH, tetapi juga pada
koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait. Kolaborasi antara pemerintah, LBH,
organisasi advokat, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus diperkuat agar layanan
bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu dibentuk forum komunikasi reguler
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yang melibatkan semua pemangku kepentingan guna membahas perkembangan, hambatan, dan
solusi dalam implementasi bantuan hukum (Rahmadani, 2021).
9. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Hukum
Kualitas layanan bantuan hukum sangat bergantung pada kompetensi tenaga hukum yang
terlibat. Oleh karena itu, pelatihan rutin bagi advokat, paralegal, dan relawan hukum sangat
diperlukan agar mereka selalu memiliki pemahaman yang terkini mengenai hukum dan prosedur
yang berlaku. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi juga dapat diterapkan agar tenaga hukum
lebih siap dalam menghadapi era digitalisasi dalam layanan hukum (Setiawan, 2020).
10. Membangun Kesadaran Publik tentang Pentingnya Bantuan Hukum
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum
menjadi salah satu hambatan dalam implementasi program ini. Oleh karena itu, kampanye
nasional mengenai hak atas bantuan hukum harus dilakukan secara lebih luas melalui berbagai
media, seperti televisi, radio, media sosial, serta kegiatan komunitas. Kampanye ini tidak hanya
harus menargetkan masyarakat miskin, tetapi juga pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya agar mereka lebih memahami pentingnya peran bantuan hukum dalam
menciptakan keadilan bagi semua warga negara (Yulianti, 2019).
Dengan implementasi rekomendasi ini secara sistematis dan konsisten, diharapkan sistem
bantuan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan mampu menjangkau seluruh
lapisan masyarakat yang membutuhkan.

4. SIMPULAN

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat
miskin di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengatur kebijakan bantuan hukum melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai
tantangan. Kajian ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi bantuan hukum
meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, distribusi layanan yang
belum merata, serta proses birokrasi yang masih kompleks. Dari analisis yang telah dilakukan,
terbukti bahwa bantuan hukum memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin, terutama dalam
kasus-kasus pidana dan perdata. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat minimnya pendanaan
bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kurangnya advokat yang berpartisipasi dalam program bantuan
hukum pro bono, serta ketimpangan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diterapkan.
Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan hukum guna memastikan
keberlanjutan operasional Lembaga Bantuan Hukum. Kedua, penyederhanaan proses administrasi
sangat diperlukan agar masyarakat miskin lebih mudah mengakses layanan hukum. Ketiga, program
edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum harus lebih diperluas agar tingkat literasi hukum
masyarakat meningkat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam layanan bantuan hukum dapat
menjadi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Penggunaan aplikasi bantuan
hukum digital, layanan konsultasi online, serta e-court untuk kasus pro bono dapat mempercepat
penyelesaian perkara hukum bagi masyarakat miskin. Namun, keberhasilan inisiatif ini tetap
bergantung pada peningkatan infrastruktur digital serta literasi teknologi di kalangan masyarakat
penerima manfaat.

Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, organisasi advokat,
serta masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih efektif
dan inklusif. Partisipasi aktif advokat dalam program bantuan hukum perlu didorong dengan skema
insentif yang menarik. Pelatihan berkala bagi tenaga hukum juga harus diperluas guna meningkatkan
kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan. Secara keseluruhan, akses terhadap keadilan tidak
hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada strategi implementasi yang komprehensif.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi dan berbasis inovasi, diharapkan program
bantuan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi
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masyarakat miskin. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus berinovasi dalam
mengembangkan kebijakan serta program bantuan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap
perkembangan zaman, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud secara merata bagi seluruh warga
negara tanpa terkecuali.
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